




































































Nama : Adhi Narta pranta 
Nim : 10300111003 
Jurusan : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan 
Judul  : Penerapan Hukum Tata Negara Darurat Dalam Penaggulangan  
     Bencana di Indonesia( Kasus Lumpur Lapindo Sidoarjo ) 
                           
 
Skripsi ini menjelaskan permasalahan: 1. Bagaimana penerapan hukum tata 
negara darurat dalam penaggulangan bencana alam yang terjadi di Indonesia? 2. 
Bagaimana peranan pemerintah dalam penanggulangan Luapan lumpur lapindo di 
Sidoarjo dalam konteks hukum tata negara darurat ? 
 
Penyelesaian masalah tersebut, menggunakan metode penelitian pustaka yang 
berusaha mendapatkan informasi tentang objek yang diteliti sesuai realitas yang ada 
dan telah di teliti oleh para alhi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber 
hukum primer yang berasal dari literatur-literatur bacaan antara lain dari kitab-kitab, 
buku bacaan, naskah sejarah, sumber bacaan media massa maupun sumber bacaan 
lainnya. Dalam pengumpulan dari sumber bacaan digunakan dua metode kutipan 
yaitu secara langsung dan tidak langsung. 
Dari hasil penelitian diperoleh Sebagai implementasi dari amanat tersebut, 
Pemerintah bersama DPR pada tahun 2007 telah menetapkan Undang Undang Nomor 
24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU PB) sebagai landasan hukum 
yang kuat bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana. Secara eksplisit Undang-
Undang Penanggulangan Bencana tersebut pada prinsipnya telah mengatur menegnai 
penyelenggaran penanggulangan bencana dari landasan nilai, kelembagaan, sampai 
pada distribusi kewenangan. Penyelenggaraan penanggulangan bencana telah diatur 
dengan Undang Undang beserta peraturan pelaksanaannya. Berdasarkan hasil 
penelitian tersebut maka diharapkan adanya penerapan aturan yang jelas dan 
terpenuhi agar dapat menjadi dasar pertimbangan bagi aparat dalam melakukan 
penerapan hukum tata negara secara efektif. 
Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, 
dan telah diatur sanksi pidana (penjara dan denda) terhadap badan hukum yang 
melakukan pencemaran. Selanjutnya, pada pasal 46 UU No.23/1997 dinyatakan bila 
badan hukum terbukti melakukan tindak pidana, maka sanksinya dijatuhkan selain 
terhadap badan hukum, juga terhadap mereka yang memberi perintah atau yang 





A. Latar Belakang Masalah 
Jika keadaan negara dalam keadaan normal1, maka norma hukum yang 
diberlakukan adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan perangkat peraturan 
perundang-undangan yang secara resmi diadakan untuk mengatur berbagai aspek 
penyenlenggaraan bernegara pada umumnya. Akan tetapi, kadang-kadang kurang 
terbayangkan bahwaakan ada keadaan lain yang bersifat tidak normal, dimana sistem 
hukum yang biasa itu tidak dapat berjalan efektif untuk mewujudkan tujuan hukum2 
itu sendiri. 
Keadaan yang tidak normal3, Keadaan yang menimpa suatu negara yang 
bersifat tidak normal itu memerlukan peraturan yang bersifat tersendiri sehingga 
fungsi-fungsi negara dapat terus bekerja secara efektif. Oleh karena itu, sejak semula 
keadaan tidak normal itu sudah seharusnya diantisipasi dan dirumuskan pokok-pokok 
pengaturannya dalam Undang-Undang Dasar. Bahkan, karena pentingnya hal ini, 
juga diperlukan pegaturan dalam bentuk undang-undang yang tersendiri sehingga hal-
hal besar mengenai bekerjanya fungsi-fungsi kekuasaan negara dalam keadaan tidak 
                                                            
1 Negara dalam keadaan normal adalah negara yang tidak sedang cacat dalam pemerintahan 
baik secara hukum maupun kenegaraan. 
2 Tujuan hukum ialah untuk mengatur masyarakat terhadap aturan yang sudah ada agar tidak 
menyimpang dari aturan hukum itu sendiri. 
3 Negara dalam keadaan tidak normal ialah segara yang sedang berada dalam keadaan 
bermasalah baik secara pemerintahan maupun penerapan hukum, atau bisa disebut negara abnormal. 
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normal dapat ditetapkan bersama oleh di DPR bersama-sama dengan presiden sebagai 
pihak eksekutif. 
Dengan demikian, tujuan bernegara yang harus dipenuhi dengan berfungsinya 
organ-organ negara yang dibentuk dapat terus diupayakan perwujudannya dengan 
tetap menjamin penghormatan dan pemenuhan atas hak-hak dasar yang dijamin 
dalam undang-undang dasar sebagai dokumen hukum tertinggi. Penyelenggaraan 
kekuasaan negara yang sah tidak boleh terhenti hanya karena adanya keadaan 
revolusioner yang berubah.Dalam pembukaan UUD 1945, ditegaskan bahwa tujuan 
Negara Indonesia adalah untuk : (i) membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia 
yang melindungi seganap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia (ii) 
mewujudkan kesejahteraan umum : (iii) mencerdaskan kehidupan bangsa : dan (iv) 
ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaiaan abadi 
dan keadilan sosial4. Selama organisasi Negara Republik Indonesia berdasarkan UUD 
1945 itu ada, upaya mencapai atau mewujudkan keempat tujuan tersebut tidak boleh 
berhenti dalam keadaan apapun5. 
Keadaan yang tidak normal itu cukup luas dimensinya mulai dari keadaan 
perang yang menimbulkan kekacauaan pemerintahan dan bahaya besar yang 
mengancam jiwa, raga dan harta benda rakyat yang banyak sampai keadaan yang 
tampak selintas normal-normal saja.Namun untuk melakukan hal-hal tertentu yang 
                                                            
4 Siregar Bismar, Undang-Undang Dasar 1945 (Jakarta: Sinar Grafika 2009), h.1. 
5Herman Sihombing, Hukum Tata Negara Darurat (Jakarta: Djambatan 1996), h 3. 
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bersifat mendesak, tugas-tugas pemerintahan tertentu di daerah tertentu dan dalam 
bidang-bidang tertentu, terpaksa harus menyimpang dari aturan hukum yang berlaku. 
Keadaan yang terkahir ini tidak menimbulkan ancaman bahaya sama sekali. Akan 
tetapi, jika dilakukan, akan timbul pelanggaran hukum.6  
Meskipun peratuan yang harus dilanggar itu dapat saja diubah sebagaimna 
mestinya, tidak cukup tersedia waktu untuk melakukan perubahan dimaksud, 
sementara pelaksanaan tindakan yang bersangkutan sudah mendesak untuk harus 
segerah di kerjakan sebaik-baiknya. Keadaan yang demikian itu termasuk juga 
kategori keadaan tidak biasa yang memerlukan tindakan yang juga tidak biasa. 
Misalnya, keadaan demikian dianggap dapat menjadikan kewenangan kepada 
presiden untuk menetapkan peraturan pemerintah mengganti undang-undang, yaitu 
suatu peraturan yang dari segi isinya seharusnya ditetapkan dalam bentuk undang-
undang, tetapi karena keadaan kegentingan yang memaksa ditetapkan dalam bentuk 
peraturan pemerintah. 
Salah satu bentuk negara yang tidak normal adalah terjadinya bencana lumpur 
lapindo di Sidoarjo Jawa Timur. Dalam keadaan demikian, langkah-langkah dan 
tindakan yang tepat untuk mengatasi masalah yang timbul tidak dapat didasarkan 
pada norma-norma hukum yang biasa karena sistem norma yang biasa itu tidak dapat 
diterapkan dengan baik untuk mengatasi keadaan. Jika permasalahan di atas dikaitkan 
                                                            
6Herman Sihombing, Hukum Tata Negara Darurat, h. 3. 
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dengan konsep darurat ( tidak normal ) dalam Islam Allah berfirman dalam QS surah 
al-baqarah/2:173. 
$yϑ¯ΡÎ) tΠ §ym ãΝ à6 ø‹n=tæ sπ tGøŠ yϑø9 $# tΠ ¤$!$# uρ zΝ óss9 uρ Íƒ Ì“Ψ Ï‚ø9 $# !$tΒuρ ¨≅ Ïδé& ⎯ Ïμ Î/ Îö tóÏ9 «!$# ( Ç⎯ yϑsù §äÜ ôÊ $# 
uö xî 8ø$t/ Ÿωuρ 7Š$tã Iξsù zΝ øOÎ) Ïμ ø‹n=tã 4 ¨βÎ) ©!$# Ö‘θà xî íΟŠ Ïm§‘ ∩⊇∠⊂∪   
 
    :aterjemahannya  
“Sesungguhnya Allah Hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, d aging babi, 
dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi 
barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak 
menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. 
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayan”.7 
Disamping itu diantara negara-negara yang baru menerapkan sistem 
demokrasi, sangat boleh jadi penyelenggaraan negara dalam keadaan darurat 
berlangsung tersendat-sendat atau serba gamang dan tidak terarah. Misalnya di 
lingkungan negara-negara demokrasi baru, penyelenggaraan kekuasaan biasanya 
dihadapkan pada 2 pilar ekstrim, yaitu antara tuntutan kebebasan tanpa arah dan 
kendali diantara warga negara yang sangat haus kebebasan setelah bertahun-tahun 
dikecam rasa takut atau kebutuhan personal untuk mengadakan konsilidasi kekuasaan 
negara meskipun dengan sedikit atau bahkan dengan potensi agak mengekang dan 
membatasi kebebasan. Dalam situasi gemang dan sulit menentukan pilihan yang 
                                                            
7Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya (Jakarta: PT Sinergi Pustaka 




demikian itu, sekiranya tidak cukup jelas pemahaman kita mengenai seluk beluk 
tentang keadaan darurat dan mekanisme hukum yang mungkin diadakan untuk 
mengatasi keadaan darurat. Namun, apabila keadaan darurat itu serta mekanisme 
hukumnya dapat diatur secara rasional, tentunya kegemangan demikian dapat diatasi. 
Hukum Tata Negara Darurat itu harus dibedakan dari istilah hukum darurat 
atau “emergency law” yang mencakup pengertian yang lebih luas, yaitu meliputi 
segala bidang hukum pada waktu negara berada dalam keadaan darurat karena hukum 
yang berlaku dalam suatu negara, tidak hanya berkenaan dengan bidang hukum tata 
negara, tetapi juga bidang hukum yang lain misalnya, bidang hukum perdata, bidang 
hukum bisnis, bidang hukum pidana, bidang hukum administrasi negara dan 
sebagainya. Disamping itu, pada saat yang selama berlakunya keadaan darurat dalam 
suatu negara, segala ketentuan hukum yang ada pada pokoknya masih tetap berlaku, 
kecuali oleh penguasa keadaan darurat ditentukan sesuai dengan kewanangannya 
yang sah. 
Dalam perkataan Hukum Tata Negara Darurat tersebut di atas termuak 
beberapa aspek yang terkandung maknanya tercermin dalam banyak istilah yang 
dipergunakan secara berbeda-beda di setiap negara.Di Indonesia istilah hukum tata 
negara darurat ini digunakan, misalnya oleh Herman Sihombing. Dalam bukunya, 
Herman Sihombing membahas Hukum Tata Negara darurat sebagai pokok bahasan 
hukum tata negara tersendiri yang mencakup bab-bab mengenai: 
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1. Pengertian hukum tata negara darurat 
2. Sistematika hukum tata negara darurat 
3. Sumber-sumber hukum tata negara darurat 
4. Kekuasaan dan kedudukan penguasa darurat 
5. Berakhirnya keadaan hukum tata negara darurat 
6. Hukum tata negara darurat di Indonesia di masa depan8 
Dari segi sistematikanya, Herman Sihombing membedakan Hukum Tata 
Negara darurat itu dari segi corak, bentuk dari sumbernya yaitu ke dalam: 
1. Hukum tata negara darurat objektif 
2. Hukum tata negara darurat subjektif 
3. Hukum tata negara darurat tertulis 
4. Hukum tata negara darurat tidak tertulis 
Hukum tata negara Subjektif atau ‘staatsnoodrecht’ dalam arti subjektif 
adalah hak, yaitu hak negara untuk bertindak dalam keadaan bahaya atau darurat 
dengan cara menyimpang dari ketentuan undang-undang, dan bahkan apabila 
diperlukan, menyimpang dari undang-undang dasar. Dalam banyak literature, istilah 
‘staatsnoodrecht’ dalam arti subjektif ini biasa disebut ‘staatsnoodrecht’ saja, tanpa 
tambahan subjektif. Oleh karena itu, jika kita menemukan istilah ‘staatsnoodrecht’ 
                                                            
8Herman Sihombing, Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia, h. 16 - 17. 
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dalam berbagai literature, kita dapat memahaminya dalam konteks pengertian yang 
bersifat subjektif itu9. 
Berbeda dengan pengertian hukum tata negara subjektif ‘staatsnoodrecht’ 
dalam arti subjektif yang merupakan hak negara untuk bertindak dalam keadaan 
darurat, maka yang dimaksud dengan ‘staatsnoodrecht’ dalam arti objektif hukum 
yang berlaku dalam masa negara berada dalam keadaan darurat itu. sekarang 
ketentuan hukum yang masih berlaku dan mengatur mengenai keadaan bahaya atau 
keadaan darurat ini adalah ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang No. 23 Per Tahun 1959 tentang 
keadaan bahaya.  
Menurut Kabul Arifin dkk, istilah ‘staatsnoodrecht’ dalam arti subjektif yang 
tidak tertulis atau yang biasa disebut ‘staatsnoodrecht’ saja, sebaiknya diterjemahkan 
ke bahasa Indonesia dengan istilah ‘hak darurat negara’ atau ‘hukum tata negara 
darurat subjektif’. Istilah ‘staatsnoodrecht’ dalam arti objektif yang tertulis sebagai 
lawan kata ‘staatsnoodrecht’ subjektif, sebaiknya diterjemahkan menjadi ‘hukum 
darurat (tata) negara’. Sementara itu, istilah ‘hukum tata negara darurat’ dipakai 
sebagai terjemahan atas istilah ‘noodstsstsrecht’ yang bersifat tertulis. Dengan 
perkataan lain, terdapat persamaan atas pengertian ‘staatsnoodrecht’ dalam arti 
objektif dan pengertian ‘noodstsstsrecht’ yang bersifat tertulis, yaitu sama-sama dapat 
diterjemahkan dengan perkataan ‘hukum darurat tata negara’ atau dapat kita sebut 
                                                            
9Herman Sihombing, Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia, h. 23. 
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saja dengan ‘hukum tata negara darurat’. Dengan demikian, seperti diusulkan oleh 
Kabul Arifin dkk, dunia akademis cukup, menggunakan dua istilah yang dapat 
dengan mudah dibedakan satu sama lain, yaitu : (i) hukum tata negara darurat 
subjektif sebagai terjemahan dari istilah ‘ noodstsstsrecht’ dalam arti subjektif dan 
(ii) ‘hukum tata negara darurat’ saja sebagai terjemahan dari perkataan ‘ 
noodstsstsrecht’ dan ‘staatsnoodrecht’ dalam arti objektif. Hal ini yang 
melatarbelakangi penyusunan skripsi ini agar peranan pemerintah tampak jelas 
sebagai seorang yang mampu menafsirkan ajaran perundang-undangan jika terjadi 
keadaan darurat .10 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang disebutkan sebelumnya maka pokok 
permasalahan dari karya tulis ini yaitu bagaimana konsep Hukum Tata Negara 
Darurat di Indonesia. Dari pokok masalah tersebut diperoleh sub permasalahan antara 
lain sebagai berikut: 
A. Bagaimana penerapan hukum tata negara darurat dalam penaggulangan 
bencana alam yang terjadi di Indonesia? 
B. Bagaimana peranan pemerintah dalam penanggulangan luapan lumpur lapindo 
di Sidoarjo dalam konteks hukum tata negara darurat? 
 
                                                            
10Kabul Arifin, Mr. Sutjipto, dan Sudjiwo, Peraturan Pemerintah Pengganti UU tentang 
Keadaan Bahaja sebagai Hukum Tata Negara Darurat Positif dan Latar Belakangnya, (Jakarta: 
Bappti pusat, 1996). 
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C. Pengertian Judul 
Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mendefinisikan dan memahami 
penelitian ini, maka dideskripksikan pengertian judul yang dianggap penting: 
a. Hukum Tata Negara : Berarti sistem pengaturan, penataan dan pengelolaan negara 
yang berisi ketentuan mengenai struktur kenegaraan dan substansi norma 
kenegaraan.11 
b. Keadaan darurat: Suatu pernyataan dari pemerintah yang bisa mengubah fungsi-
fungsi pemerintahan, memperingatkan warganya untuk mengubah aktivitas, atau 
memerintahkan badan-badan negara untuk menggunakan rencana-rencana 
penanggulangan keadaan darurat. Biasanya, keadaan ini muncul pada 
masa bencana alam, kerusuhan sipil, atau setelah ada pernyataanperang.12 
c. Negara dalam keadaan darurat: adalah suatu pernyataan dari pemerintah yang bisa 
mengubah fungsi-fungsi pemerintahan, memperingatkan warganya untuk 
mengubah aktivitas, atau memerintahkan badan-badan negara untuk 
menggunakan rencana-rencana penanggulangan keadaan darurat. Biasanya, 
keadaan ini muncul pada masa bencana alam, kerusuhan sipil, atau setelah ada 
pernyataanperang.13 
                                                            
11 Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2005) h, 
2. 
  12 Jimly Assihiddiqie, Hukum Tata Negara Darurat (Jakarta: Raja Garfindo Persada, 2007) 
h, 18. 




Menurut penulis hukum tata negara darurat adalah keadaan dimana suatu 
negara mengalami keadaan yang tidak biasa dalam kehidupan di lingkungan sekitar 
dalam menerapkan hukum yang seharusnya.  
D. Kajian Pustaka 
 Masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini yaitu konsep negara darurat di 
Indonesia . Tidak banyak literatur yang membahas mengenai permasalahan tersebut 
terutama buku-buku umum tentang kenegaraan serta peranan pemerintah dalam 
undang-undang. Agar pembahasan tersebut lebih fokus terhadap pokok kajian maka 
dilengkapi dengan beberapa literatur yang berkaitan dengan pembahasan yang 
dimaksud diantaranya adalah sebagai berikut: 
1. AW. Bradley dan KD. Ewing ini bersifat komparatif dan banyak pandangan para 
ahli hukum lain, khususnya terhadap negara-negara yang menganut sistem civil 
law14, karena keadaan darurat itu diatur secara rinci dalam hukum normatife, 
namun hanya diatur dalam suatu kebijakan kapala negara melalui hukum keadaan 
darurat yang bersifat insidentil. Pendapat Bradley dan Ewing ini lebih condong 
kepada negara-negara yang menganut sistem common law15. Kebijakan kepala 
negara yang bersifat pengecualian tersebut baru muncul dan diatur dalam suatu 
peraturan khusus, ketika terjadi keadaan darurat secara taba-tiba.16 
                                                            
14Civil Law dapat didefinisikan sebagai suatu tradisi hukum yang berasal dari Hukum Roma 
yang terkodifikasi. 
15Common Law ialah suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurispudensi. Sumber 
hukum dalam sistem hukum ini ialah putusan hakim/pengadilan. Dalam sistem hukum ini peranan 
yang diberikan kepada seorang hakim sangat luas. 
16 http://http://rinawssuriyani.blogspot.com/2013/04/pedapat-para-alhi-hukum-tata-nagara-
darurat-.html.Diakses pada tanggal 6 Mei 2015, pkl. 21.18. 
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2. Herman Sihombing. Dalam bukunya, membahas hukum tata negara darurat 
sebagai pokok bahasan hukum tata negara tersendiri yang mencakup bab-bab 
mengenai : 
a. Pengertian hukum tata negara darurat 
b. Sistematika hukum tata negara darurat 
c. Sumber-sumber hukum tata negara darurat 
d. Kekuasaan dan kedudukan penguasa darurat 
e. Berakhirnya keadaan hukum tata negara darurat 
f. Hukum tata negara darurat di Indonesia di masa depan 
Dari segi sistematikanya, Herman Sihombing membedakan hukum tata negara 
darurat itu dari segi corak, bentuk dari sumbernya yaitu kedalam: 
a. Hukum tata negara darurat objektif17 
b. Hukum tata negara darurat subjektif18 
c. Hukum tata negara darurat tertulis 
d. Hukum tata negara darurat tidak tertulis19 
3. Jimly Asshiddiqie dalam bukunya Hukum Tata Negara Darurat, keadaan yang 
menimpa suatu negara yang bersifat tidak biasa atau tidak normal itu memerlukan 
peraturan yang bersifat tersendiri sehingga fungsi-fungsi negara dapat terus 
bekerja secara efektif dalam keadaan yang tidak normal. Dalam keadaan yang 
                                                            
17Hukum yang berlaku dalam masa negara dalam keadaan darurat. 
18Hak negara untuk bertindak dalam keadaan bahaya atau darurat dengan cara menyimpang 
dari dari undang-undang dan apabila memang diperlukan, menyimpang dari undang-undang dasar. 
19Herman Sihombing, Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia, h, 16 - 17. 
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demikian itu bagaimnapun juga, sistem norma hukum yang diperuntukkan bagi 
keadaan yang normal tidak dapat diharapkan efektif untuk dipakai guna mencapai 
tujuan hukum yang menjamin keadilan, kepastian, dan kebergunaannya. Oleh 
karena itu, sejak semula keadaan tidak normal itu sudah seharusnya diantisipasi 
dan dirumuskan pokok-pokok garis besar pengaturannya dalam undang-undang 
dasar. Bahkan, karena pentingnya hal ini, juga diperlukan pegaturan dalam bentuk 
undang-undang yang tersendiri sehingga hal-hal besar mengenai bekerjanya 
fungsi-fungsi kekuasaan negara dalam keadaan tidak normal dapat ditetapkan 
bersama oleh para wakil rakyat di DPR bersama-sama dengan presiden sebagai 
pihak eksekutif.20 
4. W.F. Prins, istilah ‘noodstsstsrecht’ atau ‘staatsnoodrecht’ dalam arti objektif 
merupakan hukum tata negara yang berlaku atau baru berlaku pada waktu negara 
berada dalam keadaan darurat, keadaan bahaya atau dalam keadaan genting. 
Dalam perkataan ‘noodstsstsrecht’ itu, subjek utamanya adalah ‘staatsrecht’ atau 
hukum tata negara, sedangkan dalam perkataan ‘staatsnoodrecht’ (subjektif) 
subjek utamanya adalah ‘staatsnood’, keadaan darurat negara atau keadaan 
bahaya yang memberikan hak kepada negara untuk bertindak dalam 
mengatasinya. Hukum darurat negara itu dapat berupa hukum tata negara, hukum 
administrasi negara, hukum pidana, ataupun lapangan hukum perdata. Sementara 
itu, dalam istilah‘noodstsstsrecht’ yang dibicarakan hanya hukum tata negara saja, 
                                                            
20Asshiddiqie, Jimly. Hukum Tata Negara Darurat, h,  4.  
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yaitu hukum tata negara yang baru berlaku ketika negara berada dalam keadaan 
darurat.21 
E. Metodologi Penelitian 
Penelitian merupakan penyaluran hasrat ingin tahu manusia dalam taraf 
keilmuan.Metodologi penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur 
yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu. Metodologi juga merupakan analisis 
teoritis mengenai suatu cara atau metode. Penelitian merupakan suatu penyelidikan 
yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga merupakan suatu 
usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang 
memerlukan jawaban.Berdasarkan pemahaman tersebut, maka karya tulis ini disusun 
berdasarkan metodologi penelitian hukum tata negara dengan menggunakan acuan 
yang telah digunakan oleh para peneliti sebelumnya. 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
kepustakaan (Library Research) atau penelitian pustaka. Karya tulis ini disusun 
dengan meneliti aspek-aspek teoritis yang diambil dari buku-buku baik terjemahan, 
kitab-kitab, jurnal, karya tulis ilmiah, situs online, mapun literatur lainnya yang 





21W.F. Prins, Majalah Rechtsgeleerd Magazijn, Themis, 1956, h, 29. 
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2. Sumber Data 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber hukum primer yang 
berasal dari literatur-literatur bacaan antara lain dari kitab-kitab, buku bacaan, naskah 
sejarah, sumber bacaan media masa maupun sumber bacaan lainnya. Dalam 
pengumpulan dari sumber bacaan digunakan dua metode kutipan sebagai berikut: 
a) Kutipan Langsung 
Penulis langsung mengutip pendapat atau tulisan orang lain secara langsung 
sesuai dengan aslinya, tanpa sedikitpun merubah susunan redaksinya. Ada beberapa 
rujukan yang menggunakan kutipan langsung dengan tujuan agar terpelihara keaslian 
atau originalitas. Yang dijadikan rujukan dalam menyusun karya tulis ini diambil dari 
buku-buku baik terjemahan, kitab-kitab, jurnal, karya tulis ilmiah, situs online, 
mapun literatur lainnya. 
b) Kutipan tidak langsung  
Dalam karya tulis ini ada beberapa rujukan yang dikutip dengan memberikan 
sedikit penyempurnaan dan perbaikan agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam 
memahami makna yang dimaksud dalam kutipan tersebut. 
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data  
a. Pengolahan Data 
Pengolahan data dapat diartikan sebagai rangkaian proses mengelola data yang 
diperoleh kemudian diartikan dan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan, rancangan, 




1. Identifikasi data adalah pengenalan dan pengelompokan data sesuai dengan judul 
skripsi yang memiliki hubungan yang relevan. Data yang diambil adalah data 
yang berhubungan dengan pokok masalah penelitian. 
2. Reduksi data adalah kegiatan memilih dan memilah data yang relevan dengan 
pembahasan agar pembuatan dan penulisan skripsi menjadi efektif dan mudah 
untuk dipahami oleh para pembaca serta tidak berputar-putar dalam membahas 
suatu masalah. Dalam proses ini kutipan yang memang jelas akan dipertahankan 
sesuai aslinya namun bila kurang jelas atau justru menimbulkan pengertian lain, 
maka data tersebut akan dieliminasi dan digantikan dengan rujukan lain yang 
lebih sesuai dengan pembahasan. 
3. Editing data yaitu proses pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk 
mengetahui relevansi (hubungan) dan keabsahan data yang akan dideskripsikan 
dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini dilakukan dengan 
tujuan mendapatkan data yang berkualitas dan faktual sesuai dengan literatur 
yang didapatkan dari sumber bacaan. 
b. Analisis Data 
Teknik analisi data bertujuan untuk menguraikan dan memecahkan masalah 
berdasarkan data yang diperoleh. Analisis yang digunakan yaitu analisis data 
kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja 
dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat 
dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang 
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penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kembali 
dengan data yang berasal dari literatur bacaan. 
G. Tujuan dan Kegunaan 
1. Tujuan 
Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu 
tujuan umum dan tujuan khusus yang diklasifikasikan sebagai berikut: 
a) Tujuan umum yaitu: 
1. Agar masyarakat mengetahui penerapan hukum tata negara darurat dalam 
penaggulangan bencana alam yang terjadi di Indonesia. 
2. Agar masyarakat mengetahui peranan pemerintah dalam penanggulangan 
luapan lumpur lapindo di Sidoarjo dalam konteks hukum tata negara darurat. 
b) Tujuan khusus antara lain sebagai berikut: 
1. Agar pemerintah dapat menerapkan perundang-undangan di negara darurat 
dengan teliti dan tepat. 
2. Agar pemerintah mengatahui penerapan hukum yang baik di negara darurat. 
2. Kegunaan 
a) Kegunaan teoritis 
Secara teoritis penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah wawasan 
pengetahuan mengenai hukum tata negara darurat di Indonesia yang meliputi 
Undang-undang No 74 Tahun 1957 tentang penetapan keadaan bahaya dan Undang-
undang No 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Dalam penelitian ini 
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masyarakat diharapkan agar lebih tau tentang keadaan negara yang tidak normal 
(negara darurat) serta Undang-undang yang berlaku.Dengan mengetahui Undang-
undang tata negara darurat yang berlaku masyarakat dan pemerintah harus lebih 
mencermati dan mengambil langkah yang tepat dalam penanggulangan perundang-
undangan. 
b) Kegunaan praktis 
1. Dengan memberikan gambaran yang sederhana tentang ketatanegaraan yang 
normal dan tidak normal, masyarakat dan pemerintah agar dapat saling 
menghormati dan menghargai satu sama lain. 
2. Dengan adanya penelitian ini maka akan menambah referensi bagi pengajar 








TINJAUAN UMUM TENTANG KEADAAN DARURAT 
 
A. Pengertian Keadaan Darurat 
Dalam praktik penyelenggaraan negara atau pemerintahan sering terjadi hal-
hal yang tidak normal dalam menata kehidupan kenegaraan seperti bencana alam 
maupun konflik sosial dan politik. Untuk mengantisipasi keadaan tersebut, maka di 
Indonesia secara konstitusional telah diletakkan pengaturannya dalam UUD 1945 
amandemen ke-4 pasal 22 Ayat (1) menyatakan, ”Dalam hal ikhwal kegentingan 
yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang -Undang”. Dan pada pasal 12 menyatakan, “Presiden menyatakan keadaan 
bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-
undang”.1 
Pada keadaan yang tidak normal, negara berada dalam keadaan bahaya 
sebagaimana digambarkan oleh Kim Lane Schepple sebagai “the situation in which a 
state is confronted by a mortal threat and responds by doing things that would never 
be justifiable in normal times, given the working principles of the state”.2 Keadaan di 
mana suatu negara dihadapkan pada ancaman hidup-mati yang memerlukan tindakan 
                                                            
1  Said Agil Husain al-Munawar, Undang-Undang Tentang Penaggulangan Bencana,  
(Jakarta:Gaya Media Pratama,1997), h, 72. 





responsif yang dalam keadaan normal tidak munkin dapat dibenarkan menurut 
prinsip-prinsip yang dianut oleh negara yang bersangkutan. 
Keadaan yang tidak normal itu, jika terjadi tentunya harus dihadapi, diatasi 
dan akibat-akibatnya harus ditanggulangi dengan maksud untuk mengembalikan 
negara pada keadaan normal menurut Undang-Undang Dasar dan peraturan 
perundang-undangan yang normal. negara, dalam hal ini pemerintah negara itu 
“wajib” melakukan upaya luar biasa karena darurat, untuk meniadakan atau 
menghilangkan bahaya demi hidupnya negara itu. 
Para ulama juga telah mendefinisikan mengenai keadaan bahaya atau darurat. 
Salah satunya adalah Wahbah Zuhaili mendefinisikan keadaan bahaya atau darurat itu 
ialah datangnya kondisi bahaya atau kesulitan yang amat berat kepada diri manusia, 
yang membuat dia kuatir akan terjadi kerusakan atau sesuatu yang menyakiti jiwa, 
anggota tubuh, kehormatan, akal, harta dan yang bertalian dengannya. Ketika itu 
boleh atau tak dapat tidak harus mengerjakan yang diharamkan, atau meninggalkan 
yang diwajibkan, atau menunda waktu pelaksanaannya guna menghindari 
kemudaratan yang diperkirakannya dapat menimpa dirinya selama tidak keluar dari 
syarat-syarat yang ditentukan oleh syara’.3 
Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa teori darurat itu adalah 
bersifat umum, menyeluruh, dan menjangkau semua cabang hukum. Hukum 
Internasional (al-Qanu>n al-duwal>i al-‘a>m) membolehkan negara menetapkan 
                                                            
3 Wahbah Zuhaili, Konsep Darurat Dalam Hukum Islam : Studi Banding Dengan Hukum 





walaupun dalam keadaan bahaya, membolehkan mengambil tindakan-tindakan yang 
dilarang oleh hukum pada keadaan biasa. Hukum Tata Negara memperkenankan bagi 
kekuasaan eksekutif, dalam keadaan darurat, melakukan tindakan-tindakan yang 
menurut sifatnya bukan berdasarkan hukum dasar. Sekalipun tindakan itu secara tegas 
dilarang oleh hukum sebab kaidah mengatakan ”Darurat itu membuat hal-hal yang 
dilarang menjadi boleh”.4 
Pengertian hukum tata Negara darurat, menurut Herman Sihombing, 
pengertian hukum tata Negara darurat adalah “Hukum Tata Negara Darurat (HTN 
Darurat ) selaku hukum tata Negara darurat dalam keadaan bahaya atau darurat, ialah 
rangkaian pranata dan wewenang Negara secara luar biasa dan istimewa, untuk dalam 
waktu yang sesingkat-singkatnya dapat menghapuskan darurat atau bahaya yang 
mengancam, kedalam kehidupan biasa menurut peraturan perundang-undangan dan 
hukum yang umum dan biasa.5 
B. Macam-Macam Keadaan Darurat 
Keadaan bahaya itu sendiri dapat terjadi dalam beberapa kemungkinan bentuk 
dan variasi, mulai dari yang paling besar tingkat bahayanya sampai yang paling 
kurang tingkat bahayanya. Tingkat bahaya yang timbul juga ada yang bersifat 
langsung dan ad pulan yang bersifat tidak langsung. Oleh karena itu, dipandang dari 
pengertian demikian keadaan bahaya itu dalam arti luas identik dengan keadaan 
darurat, walaupun tidak sering keadaan darurat selalu berisi bahaya. Keadaan-
                                                            
4 Wahbah Zuhaili, Konsep Darurat Dalam Hukum Islam: Studi Banding Dengan Hukum 
Positif, h, 60. 





keadaan bahaya, dalam arti langsung atau tidak langsung, dalam arti sempit ataupun 
dalam arti luas dimaksud itulah yang dapat dijadikan syarat materil untuk 
pendeklarasian atau pemberlakuan keadaan bahaya atau keadaan darurat (state of 
emergency, etad de siege). Keadaaan-keadaan demikian itu dalam prakrik, sangat 
bervariasi atau beraneka ragam bentuk dan tingkat kegentingannya yang memaksa 
Presiden untuk bertindak cepat. Jika dirinci, keadaan-keadaan yang demikian itu 
dapat berkaitan dengan keadaan-keadaan berikut.  
a. Keadaan bahaya karena ancaman perang yang datang dari luar negeri (external 
aggression of foregien invasion). 
b. Keadaan bahaya karena tentara nasional sedang berperang diluar negeri, seperti 
tentara Amerika Serikat berperang di Irak. 
c. Keadaan bahaya karena peperangan yang terjadi didalam negeri atau ancaman 
pemberontakan bersenjata oleh kelompok separatis didalam negeri seperti pernah 
terjadi di masa DOM (daerah operasi militer) 
d. Keadaan bahaya karena kerusuhan sosial yang menimbulkan ketegangan sosial 
yang menimbulkan yang menyebabkan fungsi-fungsi pemerintah konstitusional 
tidak dapat berfungsih sebagaimna mestinya. Misalnya, kerusuhan sosial di 
Jakarta yang menyebabkan Presiden Soeharto mengundurkan diri pada bulan Mei 
1998. 
e. Keadaan bahaya karena bencana alam (natural disaster) atau kecelakaan yang 
dahsyat yang menimbulkan kepanikan, ketegangan dan menimbulkan 





f. Keadaan bahaya karena tertib hukum dan administrasi terganggu atau 
menyebabkan mekanisme terganggu sehingga tidak berjalan dengan baik dan 
sebagimna mestinya diatur dalam undang-undang yang berlaku. 
g. Keadaan bahaya karena kondisi keuangan negara seperti dalam UUD India 
disebut “Financial Emergency” dan kondisi administrasi negara yang tidak 
mendukung atau dimana ketersediaan keuangan negara yang tidak 
memungkinkan dilaksanakannya tugas-tugas pemerintahan oleh lembaga 
penyelenggaraan negara sebagaimna mestinya. 
h. Keadaan-keadaan lain dimna fungsih-fungsi kekuasaan konstitusional yang sah 
tidak dapat bekerja sebagaimna mestinya, kecuali dengan cara melanggar undang-
undang tertentu, sementara keharusan untuk mengubah undang-undang dimaksud 
belum dapat dipenuhi dalam waktu yang tersedia.6 
C. Dampak dan Akibat Terjadinya Bencana 
Bencana yang terjadi secara mendadak dan cepat umumnya mengakibatkan 
perasaan syok dan ketidakberdayaan pada korban. Dampak bencana yang 
ditimbulkan dapat terjadi pada sistem manusia secara holistik7, dampak pada sistem 




6 Jimly Asshiddiqie , Hukum Tata Negara Darurat, (Jakarta:Raja Grafindo Persada), h. 68-
70.  







1. Dampak bencana pada aspek fisik 
Secara umum, setiap bencana akan mempengaruhi sistem tubuh manusia. 
Pada aspek fisik, dampak yang ditimbulkan dapat berupa badan tersas tegang, cepat 
lelah, susah tidur, mudah terkejut, mual, perubahan nafsu makan, dan kebutuhan 
seksual menurun. Kondisi ini juga dialami olah sebagian korban lapindo yang saat ini 
masih menempati tempat pengungsian. 
Masalah kesehatan fisik yang merupakan ancaman bagi masyarakat korban 
lapindo adalah zat kimia beracun yang terkandung dalam lumpur lapindo. Menurut 
penelitian para ahli, lumpur lapindo mengandung zat beracun yang mengakibatkan 
gangguan pernafasan bahkan mengandung polycylic aromatic hydrocarbons (PAH) 
2.000 kali lipat diatas normal, yang secara tidak langsung dapat menyebabkan 
penyakit kanker dan tumor. 
Sedangkan berdasarkan investigasi yang dilakukan Wahana Lingkungan 
Hidup di Jawa Timur pada tanggal 31 Mei 2006 menemukan bahwa gas warna putih 
bercampur air yang terkandung dalam limpur lapindo merupakan gas Hidrogen 
Sulfida (H2S), Amonia (NH2), Nitrit Nitrat, Timbal (Tb), dan Fenol (C6H5OH) serta 
mengandung merkuri yang kadarnya lebih dari 2,465 mg/lt yang semuanya itu 
beracun dan sangat berbahaya bagi manusia. 
Kondisi tersebut tentu sangat berbahaya bagi masyarakat korban karna setiap 
saat harus menghirup udara yang mengandung racun. Tingkat polutan akibat 





sudah mencapai ribuan kali diatas ambang batas yang dapat menyebabkan kanker jika 
terjadi kontaminasi pada manusia. 
2. Dampak bencana pada aspek psikologis 
Masalah kesehatan jiwa juga terjadi akibat lumpur lapindo ini. Anggota 
masyarakat yang kehilangan pekerjaan, sawah, tempat tinggal bahkan struktur 
keluarga dan budaya yang sudah tertata menimbulkan tekanan psikis yang dapat 
menimbulkan gangguan kejiwaan. Sejak terjadinya lumpur lapindo hingga sekarang 
ini tidak kurang dari 400 orang yang pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa. 
Secara khusus dampak bencana pada aspek psikis ini adalah terhadap emosi 
dan kognitif korban. Pada aspek emosi terjadi gejala-gejala sebagai berikut : syok, 
rasa takut, sedih, marah,dendam, rasa bersalah, malu,rasa tidak berdaya, kehilangan 
emosi seperti perasaan cinta, keintiman, kegembiraan atau perhatian pada kehidupan 
sehari-hari. Pada aspek kognitif, korban bencana ini juga mengalami perubahan 
seperti : pikiran kacau, salah persepsi, menurunnya kemampuan untuk mengambil 
keputusan, daya konsentrasi dan daya ingat berkurang, mengingat hal-hal yang tidak 
menyenangkan dan terkadang menyalahkan dirinya sendiri. Berdasarkan hasil 
penelitian empiris, dampak psikologis dari bencana dapat diketahui berdasarkan tiga 
factor yaitu factor pra bencana, factor  bencana dan factor paska bencana. 
a. Factor pra bencana. Dampak psikologis dari factor pra bencana ini dapat ditinjau 
dari beberapa hal di bawah ini : 
a)  Jenis kelamin. Perempuan mempunyai resiko lebih tinggi terkena dampak   





b)  Usia dan pengalaman hidup. Kecenderungan kelompok usia rentan stress 
masing-masing Negara berbeda kondisi social, politik, ekonomi dan latar 
belakang sejarah Negara yang bersangkutan. 
c) Factor budaya, ras, karakter khas etnis. Dampak yang ditimbulkan bencana ini 
lebih besar di negara berkembang dibanding dengan negara maju  
d)  Social ekonomi. Dampak bencana pada individu berbeda menurut latar 
belakang pendidikan, proses pembentukan kepribadian, penghasilan dan 
profesi. 
e)  Keluarga. Pengalaman bencana akan mempengaruhi stabilitas keluarga 
seperti tingkat stress dalam perkawinan, posisi sebagai orang tua terutama 
orang tua perempuan. 
f)  Tingkat kekuatan mental dan kepribadian. Hampir semua hasil penelitian 
menyimpulkan bahwa kondisi kesehatan mental pra bencana dapat dijadikan 
dasar untuk memprediksi dampak patologis pasca bencana.8 
b. Factor bencana. Pada factor ini dampak psikologis dapat ditinjau dari beberapa 
hal di bawah ini : 
a) Tingkat keterpaparan. Keterpaparan seseorang akan masalah yang dihadapi 
merupakan variable penting untuk memprediksi dampak psikologis korban 
bencana. 
b) Ditinggal mati oleh sanak keluarga atau sahabat. 
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c) Dari sendiri atau keluarga terluka. 
d) Merasakan ancaman keselamatan jiwa. 
e) Mengalami situasi panic saat bencana. 
f) Pengalaman berpisah dengan keluarga. 
g) Kehilangan harta benda dalam jumlah besar. 
h) Pindah tempat tinggal akibat bencana. 
i) Bencana yang menimpa seluruh komunitas.9 
c. Factor paska bencana. Dampak psikologis paska bencana dapat diakibatkan oleh 
kegiatan tertentu dalam siklus kehidupan dan stress kronik paska bencana yang 
terkait dengan kondisi psykitrik korban bencana. Hal ini perlu adanya pemantauan 
dalam jangka panjang oleh tenaga spesialis. Hal lain penting diperhatikan paska 
bencana adalah menginventarisasi semua sumber daya yang ada secara terinci, 
kongkrit, dan diumumkan. 10 
3. Dampak bencana pada aspek social budaya 
Pada setiap bencana atau musibah pasti menimbulkan banyak kerugian, 
namun tidak semua kerugian yang diakibatkan karena bencana ini dapat dihitung. 
Kerugian yang selalu menjadi perhatian utama adalah kerugian pada sektor materi atu 
fisik. Misalnya kerusakan bangunan dan fasilitas pada sector perumahan, 
                                                            
9 http://saharione.blogspot.co.id/2010/11/dampak-psikologis-korban-bencana-alam.html 
pada 1/12/2015 pukul 00:06. 
10 http://saharione.blogspot.co.id/2010/11/dampak-psikologis-korban-bencana-alam.html 





infrastruktur, ekonomi dan sosial. Pada sektor sosial ini yang dimaksud adalah 
bangunan pendidikan, tempat ibadah, pondok pesantren dan panti sosial. 
Sementara, kerugian tak langsung itu dihitung berdasarkan keuntungan 
ekonomis yang hilang akibat kerusakan tersebut. Praktis, ini tidak menyinggung 
ihwal kerugian sosial budaya masyarakat korban. Begitu pula dengan kebijakan esmi 
pemerintahan. Skema penyelesaian pemerintah yang dituangkan lewat peraturan 
Presiden no: 14 tahun 2007 maupun versi revisinya, Peraturan Presiden no: 48 tahun 
2008, memperlakukan seluruh kerugian warga korban hanya menjadi asset fisik 
semata. Padahal peristiwa bencana telah menyebabkan kehancuran kehidupan sosial 
budaya, misalnya pudarnya ikatan keluargaan yang terbangun dari generasi ke 
generasi. 
4. Dampak bencana pada property 
Bencana lumpur lapindo yang terjadi sejak 29 Mei 2006 hingga sekarang 
masih aktif mengeluarkan semburan lumpur panas ini telah menenggelamkan 200 
hektar sawah dan empat desa yaitu desa Siring, Renokenongo, Kebungbendo dan 
Jatirejo. Semburan yang berada di desa Siring kecamatan Porong Sidoarjo ini juga 
telah mengakibatkan 30 pabrik ditutup, 4 kantor pemerintahan, 33 sekolahan, 10,426 
rumah, 65 tempat ibadah, 28 taman pendidikan Qu’ran, 3 pondok pesantren, 600 
hektar sawah dan gagal panen yang menurut dewan tani kerugian diperkirakan 
mencapai Rp. 15 Triliun. 
Data tersebut dipastikan terus berubah bila semburan lumpur tidak kunjung 





(Bappenas). Pada 2007, Bappenas sudah mengeluarkan laporan mengenai kerusakan 
dan kerugian akibat semburan lumpur lapindo mencapai 7,3 triliun rupiah. Lalu 
ditambah dengan kerugian tidak langsung yang mencakup potensi ekonomi yang 
hilang sekitar 16,5 triliun rupiah. 
5. Dampak bencana pada lingkungan 
Akibat terjadinya bencana alam, tentu menimbulkan kerugian bagi kehidupan 
masyarakat seperti rusaknya rumah, rusaknya faslitas umum, hilangnya harta benda 
bahkan sampai menimbulkan korban jiwa. Rusaknya rumah masyarakat akibat 
bencana alam, menyebabkan masyarakat pindah ke tempat pengungsian dengan 
persediaan fasilitas hidup yang terbatas atau mengungsi ke tempat saudara 
yangjaraknya cukup jauh dari tempat kejadian. 
Selain itu, terjadinya bencana alam juga menyebabkan rusaknya fasilitas atau 
sarana pendidikan yang ada seperti gedung sekolah, peralatan belajar dan 
terganggunya proses belajar mengajar. Kondisi tersebut tentu sangat berpengaruh 
terhadap terbatasnya pemberian layanan pembelajaran dari sekolah kepada peserta 
didik. Padahal mendapatkan layanan pembelajaran kepada peserta didik merupakan 
salah satu hak asasi manusia bagi setiap warga Negara Indonesia yang dijamin oleh 
Negara, sebagaimana yang tercantum di dalam undang-undang dasar 1945, pasal 31 
ayat 2 
Sebagai akibat kerusakan lingkungan, selain rusaknya infrastruktur, fasilitas 
lain yang menyangkut kebutuhan dasar manusia juga terganggu, misalnya 





dampak lingkungan ini, cepat atau lambat akan mengancam status kesehatan korban 
bencana. 
D. Ketentuan Konstitusional Keadaan Darurat 
a. Undang-undang Dasar 1945 
Keadaan bahaya atau darurat harus dapat didefinisikan. Pemberian cakupan 
ini bertujuan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh penguasa. Karena 
dalam keadaan tersebut negara dapat melakukn tindakan apapun termasuk membatasi 
hak warga negara. Kim Lane mengemukakan keadaan darurat menyangkut hal yang 
ekstrim, di luar kebiasaan. Sehingga negara perlu melanggar prinsip yang dianutnya 
sendiri guna menyelamatkan diri dari keadaan tersebut. 
Dalam konstitusi indonesia diatur tentang keadaan darurat pada Pasal 12 dan 
Pasal 22 UUD 45. 
a. Pasal 12 : “Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya 
keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang” 
b. Pasal 22 : “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, presiden berhak 
menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang”11 
Pengaturan tersebut tidak dilakukan secara tegas sehinga sulit mengetahui 
apakah suatu peristiwa dapat dikategorikan sebagai keadaan darurat. UU No. 23 
Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya membagi keadaan darurat menjadi tiga yakni 
                                                            





darurat sipil, darurat militer, dan darurat perang. Undang-undang tersebut mengatur 
tiga kriteria untuk menentukan suatu keadaan darurat: 
1. keamanan atau ketertiban hukum di seluruh wilayah atau di sebagian wilayah 
indonesia terancam oleh pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan, atau akibat 
bencana alam sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat kelengkapan 
negara secara biasa; 
2. timbul perang atau bahaya perang atau dikhawatirkan perkosaan wilayah negara 
republik Indonesia. Keputusan pemberlakuan keadaan darurat dilakukan oleh 
presiden melalui peraturan presiden (perpres). Hal ini berdasarkan UU No.10 
tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.12 
b. Undang-Undang Keadaan Bayaha 
Dalam undang-ungang No. 74 Tahun 1957 tentang keadaan bayaha. Keadaan 
bahaya tersebut dibedakan menjadi dua tingkat pengertian, yaitu keadaan darurat dan 
keadaan perang. Hal itu terlihat dalam rumusan Pasal 1 ayat (1) UU keadaan bahaya 
Tahun 1957 tersebut yang berbunyi sebagai berikut: 
“Seluruh wilayah atau tiap-tiap bagian wilayah Indonesia dapat menyatakan 
keadaan bahaya dengan tinbgkatan keadaan darurat atau keadaan perang, oleh 
Presiden atas Keputusan Dewan Menteri, apabila: 
                                                            





a. Keamanan atau ketertiban hukum di seluruh wilayah atau sebagian wilayah 
Indonesia terancam oleh pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan atau akibat 
bencana alam sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat 
perlengkapan secara biasa. 
b. Timbul perang atau bahaya perang atau dikhawatirkan perkosaan wilayah 
Indonesia dengan cara apapun juga”13 
Dari ketentuan Pasal 1 ayat (1) tersebut, jelas bahwa tingkat keadaan bahaya 
menurut UU No. 74 tahun 1957 tentang Keadaan Bahaya itu hanya terdiri atas dua 
saja, yaitu keadaan darurat dan keadaan perang. Keadaan yang disebut sebagai 
keadaan darurat tampaknya mencakup keadaan darurat sipil dan keadaan darurat 
militer sebagimana yang dimaksud dalam UU No. 23 Tahun 1959.  
Dapat dikatakan bahwa perubahan pengertian dalam UU No. 23 Tahun 1959 
itu merupakan perbaikan atas kekurangan UU Tahun 1957 yang menganggap 
keadaan perang itu bukan keadaan darurat. Darurat dalam arti yang luas mencakup 
pengertian keadaan darurat dalam arti “staat van beleg” dan keadaan darurat perang 
dalam arti “staat van oorlog”. Karena itu perkataan keadaan darurat identik saja 
dengan keadaan bahaya, yang menurut ketentuan UU No. 23 Tahun 1959  terdiri atas 
keadaan darurat perang, militer dan darurat sipil.  
 
                                                            





c. Penanggulangan Bencana 
Penanggulangan bencana pada tahun 2007 telah diundangkan UU No. 24 
Tahun 2007 yang dibentuk karena keharusan tanggung jawab dalam melindungi 
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan memberikan 
perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas 
bencana dalam mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan pancasila, 
sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Ketentuan peraturan perundang 
undangan tentang penanggulangan bencana yang ada selama ini memang belum dapat 
dijadikan landasan hukum yang kuat dan menyeluruh serta tidak sesuai dengan 
perkembangan keadaan masyarakat dan kebutuhan bangsa sehingga menghambat 
upaya penanggulangan bencana secara terencana, terkoordinasi, dan terpadu. 
Dalam UU yang diartikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang 
mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang 
disebabkan, baik oleh factor alam atau factor nonalam maupun faktor manusia 
sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, 
kerugian harta benda, dampak psikologis. Bencana alam adalah bencana yang 
diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam 
antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angina 
topan dan tanah longsor. Sementara itu, bencana nonalam adalah bencana yang 
diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara  lain berupa 





sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa 
yang diakibatkan oleh manusia meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar 
komunitas masyarakat dan terror. 
Untuk menanggulangi bencana dimaksud, maka undang-undang mengatur 
penyelenggaraan rangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan 
yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan 
rehabilitasi.14 
d. Mobilitas dan Demobilitas 
Konteks pelaksanaan UU No. 23 Tahun 1959 sebagai penjabaran ketentuan 
Pasal 12 UUD 1945 adalah UU No. 27 Tahun 1979 tentang mobilitas dan 
demobilitas. Mobilitas dan demobilitas ini harus di atur dengan UU No 14 Tahun 
1962 tentang penetapan perpu No. 1 Tahun 1962 tentang pemanggilan dan 
pengarahan semua warga negara dalam rangka mobilisasi umum untuk kepentingan 
keamanan dan pertahanan negara menjadi UU. Mengenai mobilisasi dan demobilisasi 
relevansinya bersifat langsung dengan kaitannya keadaan bahaya atau keadaan 
darurat.  
Pasal 4 ayat 1 menyatakan bahwa mobilisasi diselenggarakan dengan tujuan 
untuk menanggulangi setiap ancaman yang membahayakan persatuan dan kesatuan 
bangsa serta kelangsungan hidup bangsa. Agar tercapainya tujuan mobilisasi 
                                                            






dilaksanakan dengan upaya melipat gandakan kekuatan dan kemampuan pertahanan 
dan keamanan negara. Sementara itu, dalam ayat 2 ditentukan bahwa demobilisasi 
diselenggarakan oleh tujuan untuk memulihkan kembali fungsi dan tugas umum 
pemerintahan, kehidupan kemasyarakatan, dengan tahap terpeliharanya kemampuan 
dan kekuatan pertahanan negara.  
Selanjutnya Pasal 5 UU No. 27 Tahun 1979 menyatakan “dalam hal tersebut 
atau sebagian wilayah negara Republik Indonesia dalam keadaan bahaya, presiden 
dapat menyatakan mobilisasi”. Mobilisasi dapat dinyatakan berlaku untuk wilayah 
seluruh negara sekalipun pernyataan keadaan bahaya hanya berlaku di sebagaian 
wilayah negara karena ancaman terhadap sebagaian wilayah negara juga merupakan 
ancaman terhadap seluruh wilayah negara.15 
Selanjutnya pasal 6 ditentukan pula bahwa mobilisasi dikenakan terhadap : 
1. Warga negara yang termasuk : 
a. Anggota rakyat terlatih 
b. Anggota perlindungan masyarakat 
c. Diperlukan karena keahliannya 
2. Sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang 
dimiliki negara, swasta, dan perseorangan termasuk personal yang mewakili. 
 
                                                            






Dalam Pasal 7 ayat 1, 2, dan 3 ditentukan pula 
1. Setiap warga negara sebaiman dimaksud dalam Pasal 6 wajib memenuhi 
panggilan untuk mobilisasi. 
2. Setiap pemilik dan penanggung jawab sumber daya alam, sumber daya buatan, 
serta sarana dan prasarana nasional yang diperlukan untuk kepentingan mobilisasi 
wajib menyerahkan pemanfaatannya untuk mobilisasi. 
3. Untuk membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan sebaimana dimaksud pada 
ayat 1 dan 2 dapat dibentuk badan pelaksanaan.16 
                                                            






GAMBARAN UMUM HUKUM TATA NEGARA DARURAT 
A. Pengertian Hukum Tata Negara Darurat Subjektif dan Objektif 
Hukum tata negara Subjektif atau ‘staatsnoodrecht’ dalam arti subjektif 
adalah hak, yaitu hak negara untuk bertindak dalam keadaan bahaya atau darurat 
dengan cara menyimpang dari ketentuan undang-undang, dan bahkan apabila 
diperlukan, menyimpang dari undang-undang dasar. Dalam banyak literature, istilah 
‘staatsnoodrecht’ dalam arti subjektif ini biasa disebut ‘staatsnoodrecht’ saja, tanpa 
tambahan subjektif. Oleh karena itu, jika kita menemukan istilah ‘staatsnoodrecht’ 
dalam berbagai literature, kita dapat memahaminya dalam konteks pengertian yang 
bersifat subjektif itu1. 
Berbeda dengan pengertian hukum tata negara subjektif ‘staatsnoodrecht’ 
dalam arti subjektif yang merupakan hak negara untuk bertindak dalam keadaan 
darurat, maka yang dimaksud dengan ‘staatsnoodrecht’ dalam arti objektif hukum 
yang berlaku dalam masa negara berada dalam keadaan darurat itu. sekarang 
ketentuan hukum yang masih berlaku dan mengatur mengenai keadaan bahaya atau 
keadaan darurat ini adalah ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang No. 23 Per Tahun 1959 tentang 
keadaan bahaya.  
                                                            





Menurut Kabul Arifin dkk, istilah ‘staatsnoodrecht’ dalam arti subjektif yang 
tidak tertulis atau yang biasa disebut ‘staatsnoodrecht’ saja, sebaiknya diterjemahkan 
ke bahasa Indonesia dengan istilah ‘hak darurat negara’ atau ‘hukum tata negara 
darurat subjektif’. Istilah ‘staatsnoodrecht’ dalam arti objektif yang tertulis sebagai 
lawan kata ‘staatsnoodrecht’ subjektif, sebaiknya diterjemahkan menjadi ‘hukum 
darurat (tata) negara’. Sementara itu, istilah ‘hukum tata negara darurat’ dipakai 
sebagai terjemahan atas istilah ‘noodstsstsrecht’ yang bersifat tertulis. Dengan 
perkataan lain, terdapat persamaan atas pengertian ‘staatsnoodrecht’ dalam arti 
objektif dan pengertian ‘noodstsstsrecht’ yang bersifat tertulis, yaitu sama-sama dapat 
diterjemahkan dengan perkataan ‘hukum darurat tata negara’ atau dapat kita sebut 
saja dengan ‘hukum tata negara darurat’. Dengan demikian, seperti diusulkan oleh 
Kabul Arifin dkk, dunia akademis cukup, menggunakan dua istilah yang dapat 
dengan mudah dibedakan satu sama lain, yaitu : (i) hukum tata negara darurat 
subjektif sebagai terjemahan dari istilah ‘ noodstsstsrecht’ dalam arti subjektif dan 
(ii) ‘hukum tata negara darurat’ saja sebagai terjemahan dari perkataan ‘ 
noodstsstsrecht’ dan ‘staatsnoodrecht’ dalam arti objektif. 
B. Pengertian Keadaan Darurat Menurut Hukum Tata Negara Darurat 
Keadaan darurat disini berarti keadaan yang dapat menimbulkan akibat yang 
tidak dapat diprediksi. Ketika keadaan darurat terjadi maka pranata hukum yang ada 
terkadang tidak berfungsi untuk menjangkaunya. Untuk itulah dibutuhkan perangkat 





Menurut Herman Sihombing keadaan bahaya, yakni sebuah rangkaian pranata 
dan wewenang secara luar biasa dan istimewa untuk dalam waktu sesingkat-
singkatnya dapat menghapuskan keadaan darurat atau bahaya yang mengancam, ke 
dalam kehidupan biasa menurut perundang-undangan dan hukum yang umum dan 
biasa.2 
Dalam keadaan normal sistem norma hukum diberlakukan berdasarkan 
konstitusi dan produk hukum lain yang resmi. Dalam keadaan abnormal sistem 
hukum tersebut tidak dapat berfungsi dengan baik. Maka pengaturan keadaan darurat 
mempuinyai arti penting sebagai dasar hukum bagi pemerintah mengambil tindakan 
guna mengatasi keadaan abnormal tersebut. Pada keadaan abnormal (darurat) pranata 
hukum yang diciptakan untuk keadaan normal tidak dapat bekerja. 
Keadaan bahaya atau darurat harus dapat didefinisikan. Pemberian cakupan 
ini bertujuan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh penguasa. Karena 
dalam keadaan tersebut negara dapat melakukn tindakan apapun termasuk membatasi 
hak warga negara. Kim Lane mengemukakan keadaan darurat menyangkut hal yang 
ekstrim, di luar kebiasaan. Sehingga negara perlu melanggar prinsip yang dianutnya 
sendiri guna menyelamatkan diri dari keadaan tersebut. 
Di Indonesia, perihal keadaan bahaya dan hal ihwal kegentingan yang 
memaksa sebagai dasar dari tidakan pemerintah untuk membentuk Perppu dalam 
rangka penyelamatan kepentingan bangsa dan negara, dapat ditemukan landasan 
hukumnya dalam Pasal 12 dan Pasal 22 UUD 1945. Pasal 12 menegaskan bahwa 
                                                            





“Presiden menyatakan keadaan bahaya, syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya 
ditetapkan dengan undang-undang”.Pasal 22 menegaskan bahwa “dalam hal ihwal 
kegentingan yang memaksa Presiden menetapkan peraturan pemerintah pengganti 
undang-undang”. 3 
Berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka dapat diketahui adanya 2 (dua) 
kategori dari adanya keadaan yang tidak biasanya dari negara dan keadaan darurat 
negara (state of emergency) yakni Pertama, keadaan bahaya, dan Kedua, hal ihwal 
kegentingan yang memaksa. Kedua kategori tersebut mempunyai makna yang sama 
sebagai keadaan darurat negara (state of emergency), namun keduanya mempunyai 
perbedaan pada penekanannya yakni istilah keadaan bahaya lebih menekankan pada 
strukturnya (faktor eksternal) sedangkan dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa 
lebih menekankan pada isinya (faktor internal). 
Penggunaan kedua pasal tersebut sangat berbeda yakni Pasal 12 UUD 1945 
lebih berfokus pada kewenangan Presiden selaku kepala negara untuk 
menyelamatkan bangsa dan negara dari gangguan luar negara, sedangkan penggunaan 
Pasal 22 UUD 1945 berada pada ranah (domain) pengaturan yaitu berkenaan dengan 
kewenangan Presiden untuk menetapkan Perppu. Dengan demikian lebih 
menekankan dari aspek internal negara berupa kebutuhan hukum yang bersifat 
mendesak. Itulah sebabnya maka apabila dicermati ketentuan UUD 1945 maka 
terdapat 3 (tiga) unsur penting secara bersama-sama (kumulatif) yang membentuk 
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pengertian keadaan darurat bagi negara (state of emergency) yang menimbulkan 
kegentingan yang memaksa, yaitu: pertama, unsur adanya ancaman yang 
membahayakan (dangerous threat); kedua, unsur adanya kebutuhan yang 
mengharuskan (reasonable neccesity), dan ketiga, unsur adanya keterbatasan waktu 
(limited time) yang tersedia. 
Dalam praktiknya di Indonesia berbagai varian dibentuknya Perppu tidak 
memenuhi unsur-unsur keadaan darurat negara (state of emergency) secara kumulatif 
sebagaimana dikemukakan di atas sehingga dipertanyakan esensinya apakah 
pembentukan Perppu yang tidak memenuhi ketiga unsur tersebut secara bersamaan 
benar-benar sesuai dengan amanah UUD 1945 atau untuk kepentingan bangsa dan 
negara atau hanya untuk kepentingan Presiden dan kroninya atau untuk kepentingan 
sekelompok golongan saja. Hal pembentukan Perppu dengan tujuan untuk 
kepentingan Presiden dan kroninya atau hanya untuk kepentingan segelintir golongan 
saja memang bisa terjadi, sebab sebagaimana dikatakan oleh Imran Juhaefah, dalam 
ketentuan UUD 1945 perihal keadaan bahaya dan hal ihwal kegentingan yang 
memaksa sebagai suatu keadaan darurat negara (state of emergency) tidak ditemukan 
landasan hukumnya yang tepat. Lebih lanjut dikatakan bahwa secara konstitusional 
berkenaan hak Presiden untuk memberlakukan keadaan darurat sebagaimana diatur 
dalam Pasal 12 dan Pasal 22 UUD 1945, apakah yang dimaksud dengan keadaan 
bahaya dan kegentingan yang memaksa dan dalam keadaan bagaimana sehingga 





keadaan darurat negara, hal ini tidak ditemukan dalam rumusan pasal-pasal  dalam 
UUD 1945.4 
C. Keadaan Darurat Yang Menuntut Negara Mengambil Tindakan 
Keadaan darurat menuntut negara untuk mengambil tindakan sesegera 
mungkin dan meminimalisir resiko yang terjadi. Dalam hal tindakan yang dapat 
diambil menurut Vinkat Iyer tindakan darurat meliputi: 
a. kewenangan menangkap (power of arrest); 
b. kewenangan menahan (power of detention); 
c. pembatasan atas kebebasan fundamental (power imposing restriction of 
fundamental freedom); 
d. kewenangan terkait perubahan prosedur pengadilan dan pemidanaan (power 
concerning modification of trial procedures and punishment); 
e. kewenanan membatasi atasa akses ke pengadilan (power imposing restriction on 
access to the judiciary); 
kewenangan atas imunitas yang dinikmati polisi, aparat keamanan, dan yang 
lainnya (power concerning immunities enjoyed by the police and member of 
security forces and so on)5 
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D. Asas-Asas Pemberlakuan Keadaan Darurat 
a. Asas proklamasi 
Keadaan darurat harus diumumkan atau diproklamirkan kepada seluruh 
masyarakat. Bila keadaan darurat tersebut tidak diproklamirkan maka tindakan yang 
diambil oleh pemerintah tidak mendapat keabsahan. 
b. Asas legalitas 
Asas legalitas disini berkaitan dengan tindakan yang diambil oleh negara 
dalam keadaan darurat. Tindakan yang diambil harus tetap dalam koridor hukum, 
baik hukum nasional maupun hukum internasional. 
c. Asas komunikasi 
Negara yang mengalami keadaan darurat harus mengkomunikasikan keadaan 
tersebut kepada seluruh warga negara. Selain kepada warganya pemerintah juga harus 
memberitahukan kepada negara lain secara resmi. Pemberitahuan dilakukan melalui 
perwakilan negara bersangkutan dan kepada pelapor khusus PBB “special rapporteur 
on state of emergency” 
d. Asas kesementaraan 
Dalam penetapan keadaan darurat harus ada kepastian hukum yakni jangka 





darurat dapat mencederai hak dasar warga negara. Sehingga pemberlakuan keadaan 
darurat harus jelas mengenai awal pemberlakuan dan waktu berakhirnya. 
e. Asas keistimewaan ancaman 
Krisis yang menimbulkan keadaaan darurat harus benar-benar terjadi atau 
minimal mengandung potensi bahaya yang siap mengancam negara. Ancaman yang 
ada haruslah bersifat istimewa. Keistimewaan tersebut karena menimbulkan ancaman 
terhadap nyawa, fisik, harta-benda, kedaulatan, keselamatan dan eksistensi negara, 
atau peri kehidupan bersama dalam sebuah negara. 
f. Asas proporsionalitas 
Tujuan pemberlakuan keadaan darurat adalah agar negara dapat 
mengembalikan dalam keadaan semula dengan waktu yang cepat. Oleh karena itu 
tindakan yang diambil haruslah tepat sesuai dengan gejala yang terjadi. Jangan 
sampai negara mengambil tindakan yang tidak sesuai dan cenderung berlebihan. 
g. Asas intangibility 
Asas ini terkait dengan hak asasi manusia. Dalam keadaan darurat pemerintah 
tidak boleh membubarkan organ pendampingnya yakni legislatif maupun yudikatif. 
h. Asas pengawasan 
Pemberlakuan keadaan darurat juga harus mendapatkan kontrol. Harus 





keadaan darurat sebagai bentuk mekanisme “check and balances”.keadaan darurat 
tidak mengurangi kewenangan mengawasi kebijakan yang diambil pemerintah.6 
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PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DARURAT 
 
A. Penarapan Hukum Tata Negara Darurat Dalam Penaggulangan Bencana 
Alam Yang Terjadi di Indonesia 
 
Penanggulangan bencana adalah segala upaya atau kegiatan yang 
dilaksanakan dalam rangka pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan 
pemulihan berkaitan dengan bencana yang dilakukan sebelum, pada saat, dan setelah 
bencana.1 (UU No.24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana) 
Bencana-bencana alam2 adalah kejadian-kejadian yang ditimbulkan oleh 
bahaya-bahaya alam yang tak bisa diatasi oleh kemampuan lokal dan mempengaruhi 
dengan serius pembangunan sosial dan ekonomi sebuah wilayah. Bencana-bencana 
alam secara tradisional dipandang sebagai situasi-situasi yang menimbulkan berbagai 
tantangan dan masalah, terutama yang bersifat kemanusiaan. Hanya sedikit perhatian 
diberikan kepada perlindungan hak-hak asasi manusia (HAM) yang juga perlu 
disediakan dalam situasi khusus ini. 
Seringkali HAM mereka kurang diperhatikan. Masalah-masalah yang sering 
dihadapi orang-orang yang terkena dampak-dampak bencana-bencana alam 
                                                            
1 Yayasan IDEP, Buku Panduan Umum Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat, 
(Bali: 2007), hal 35. 
2 Istilah bencana “alam” digunakan untuk mempermudah saja. Namun penting dimengerti 
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dari bahaya-bahaya alam. Jadi derajat konsekuensi ditentukan oleh tindakan manusia atau malahan 





diantaranya adalah akses yang tidak setara terhadap bantuan; diskriminasi dalam 
pemberian bantuan; relokasi yang dipaksakan; kekerasan berbasis seksual dan gender; 
hilangnya dokumentasi; rekrutmen anak-anak ke dalam pasukan tempur; pemulangan 
atau pemukiman kembali yang tidak aman atau dipaksakan; dan hal-hal yang 
berkaitan dengan ganti rugi properti. Populasi yang terkena dampak seringkali 
dipaksa meninggalkan rumah rumah atau tempat tinggal akibat hancurnya rumah dan 
pernaungan mereka. Pengalaman menunjukkan walaupun pola-pola diskriminasi dan 
pelecehan terhadap hak ekonomi, sosial, dan kultural mungkin sudah terjadi selama 
tahap tanggap darurat di situasi bencana alam, risiko terjadinya pelanggaran-
pelanggaran terhadap HAM akan semakin besar seiring dengan semakin lamanya 
situasi pengungsian berlangsung. 
Sejak UUD 1945 ditetapkan dan disahkan pada 18 agustus 1945, peraturan 
lebih lanjut mengenai keadaan bahaya sebagaimna dimaksud oleh Pasal 12 UUD 
1945 ditentukan dalam beberapa undang-undang. Undang-undang terkahir yang 
mengatur tentang hal ini adalah UU prp No. 23 tahun 1959 yang diundangkan tanggal 
16 desember 1959.3 Undang-undang pertama yang dibentuk untuk mengatur keadaan 
bahaya ini adalah UU No. 6 Tahun 1946 tentang keadaan bahaya. Dapat dibayangkan 
bahwa baru setahun Indonesia merdeka, sudah terbentuk undang-undang khusus yang 
mengatur soal keadaan bahaya ini sesuai amanat pasal 12 UUD 1945.4 
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Undang-undang tentang Keadaan Bahaya pada awalnya adalah UU No. 6 
Tahun 1946 yang disahkan pada 6 Juni 1946. Meskipun isinya banyak dipengaruhi 
oleh Regeling SOB Staatsblad 1930 No. 582, tetapi undang-undang ini disusun dalam 
kerangka Sistem Indonesia Merdeka berdasarkan UUD 1945. 5Sesudah itu, pada 
tahun 1957 ada pula undang-undang khusus mengenai soal ini yang di bentuk untuk 
mengatasi berbagai keadaan bahaya yang terjadi dalam Negara yang baru merdeka 
yang tidak henti-hentinya menghadapi gejolak demi gejolak. UU yang dimaksud 
adalah UU No. 74 Tahun 1957 tentang Keadaan Bahaya. Setelah Undang-Undang 
tersebut, peraturan terakhir yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 1959.6 
Tanggung jawab pemerintah, sesuai dengan bunyi Pembukaan Undang-
Undang Dasar RI Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa: 
“Pemerintah atau Negara Kesatuan Republik Indonesia melindungi segenap bangsa 
dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, 
mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.7 
Sebagai implementasi dari amanat tersebut, Pemerintah bersama DPR pada 
tahun 2007 telah menetapkan Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana (UU PB) sebagai landasan hukum yang kuat bagi 
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6 Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 
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penyelenggaraan penanggulangan bencana. Secara eksplisit Undang-Undang 
Penanggulangan Bencana tersebut pada prinsipnya telah mengatur menegnai 
penyelenggaran penanggulangan bencana dari landasan nilai, kelembagaan, sampai 
pada distribusi kewenangan. Meskipun penyelenggaraan penanggulangan bencana 
telah diatur dengan Undang Undang beserta peraturan pelaksanaannya, namun dalam 
praktek dilapangan masih banyak persoalan yang perlu dikaji kembali.8 
Pertama, Badan Nasional Penanggulangan Bencana dibentuk sebagai pusat 
koordinasi antara berbagai institusi dan lembaga yang berkaitan dengan penanganan 
bencana. Koordinasi antar lembaga sering kali berbenturan oleh masalah birokrasi 
serta aturan, dengan tidak adanya penegasan mengenai struktur komando dalam 
penanganan situasi tanggap darurat, maka hingga saat ini sulit untuk berharap Badan 
Nasional Penanggulangan Bencana dapat menjadi solusi menyeluruh dari semua 
permasalahan bencana di Indonesia. Sesungguhnya Undang-Undang Penanggulangan 
Bencana ini dibuat guna penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dapat 
terkoordinasi secara baik, menurut pemahaman dengan terbentuknya semacam 
protokol penanggulangan bencana yang terpadu dan tersistematisasi dengan baik 
yang akan dilakukan oleh Pusat, Pemerintah Daerah/Kabupaten, Kota, hal ini 
mengingat kewenangannya masih menyebar.9 
Kedua, di dalam Undang-Undang Penanggulangan Bencana sama sekali tidak 
menyebutkan peran penting TNI sebagai bagian vital dalam penanggulangan bencana 
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dan hubungan dengan BNPB, padahal dalam fakata dilapangan TNI sangat dominan 
sekali perannya demikian juga Badan SAR dan Institusi lain. 
Ketiga, berkaitan dengan peran Non Government Orgaisation/LSM lokal dan 
lembaga-lembaga, relawan lainnya, juga belum diatur dalam Undang-Undang 
Penanggulangan Bencana. Hal ini terlihat dari kasus-kasus dilapangan menunjukan 
seringkali NGO atau lembaga non-pemerintah kurang sinergis dalam penanganan 
bencana. 
Keempat, belum diaturnya mengenai pelaporan penerimaan dan 
pendayagunaan sumbangan/bantuan yang dikoordinir oleh pihak non pemerintah, 
akibatnya pemerintah kewalahan untuk memantau apakah sumbangan/bantuan 
tersebut sampai pada sasarannya, dengan tidak diaturnya secara jelas maka kewajiban 
bagi pihak pihak yang melakukan 3 penanggulangan bencana untuk melaporkan 
penerimaan dan pendayagunaan bantuan bencana kepada publik tidak akuntable. 
Kelima, berkaitan dengan sarana dan prasarana yang dimiliki pemerintah 
dalam hal penanggulangan bencana, terutama pada tahapan prabencana sampai saat 
ini dirasakan masih belum memadai khususnya alat pendeteksian dini gempa bumi. 
Keenam, masalah penyediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan 
terampil sangatlah penting dalam proses penanggulangan bencana, termasuk juga 
mentalitasnya karena dalam proses penanggulangan bencana, yang dikerjakan bukan 
hanya saat terjadinya bencana tetapi saat tanggap darurat bencana dan pasca bencana. 
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, Badan Pembinaan Hukum Nasional 





Evaluasi terhadap Undang Undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan 
Bencana.10 
Selanjutnya Pasal 4 Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 menyebutkan, 
penanggulangan bencana bertujuan untuk: 
a. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana; 
b. Menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada; 
c. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, 
terkoordinasi, dan menyeluruh; 
d. Menghargai budaya lokal; 
e. Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta; 
f. Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan, dan; 
g. Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara.11 
Berikutnya didalam Pasal 5 dijelaskan bahwa Pemerintah dan pemerintah 
daerah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. 
Menindaklanjuti ketentuan pasal 5 Undang-undang Penanggulangan Bencana maka 
pemerintah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Badan 
ini adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang mempunyai 
tugas membantu Presiden dalam mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan 
kegiatan penanganan bencana dan kedaruratan secara terpadu, serta melaksanakan 
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penanganan bencana dan kedaruratan mulai dari sebelum, pada saat, dan setelah 
terjadi bencana yang meliputi pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan darurat, dan 
pemulihan.12 
Menurut Pasal 12 Undang-undang Penanggulangan Bencana, Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana mempunyai tugas: 
a. Memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana 
yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, 
dan rekonstruksi secara adil dan setara; 
b. Menetapkan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan 
bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan; 
c. Menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat; 
d. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Presiden setiap 
sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat 
bencana; 
e. Menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/bantuan nasional dan 
internasional; 
f. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara; 
g. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan 
h. Menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 
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Dengan dibentuknya Undang-Undang Nomro 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana dan semua peraturan perundangan turunannya, maka garis 
besar ruang lingkup penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi: 
a. semua upaya penanggulangan bencana yang dilakukan pada saat pra bencana, saat 
tanggap darurat, dan pasca bencana; 
b. penitikberatan upaya-upaya yang bersifat preventif pada pra bencana; 
c. pemberian kemudahan akses bagi badan penanggulangan bencana pada saat 
tanggap darurat; dan 
d. pelaksanaan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pada pasca bencana.13 
Sesuai dengan Pasal 35 huruf e Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 
tentang Penanggulangan Bencana yang membahas tentang persyaratan analisis risiko 
bencana yang ditujukan untuk mengetahui dan menilai tingkat risiko dari suatu 
kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan bencana. Analisis risiko bencana 
disusun dan ditetapkan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana 
dengan melibatkan instansi/lembaga terkait. Analisis risiko bencana digunakan 
sebagai dasar dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, penataan 
ruang serta pengambilan tindakan pencegahan dan mitigasi bencana, sehingga 
nantinya setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan 
bencana, wajib dilengkapi dengan analisis risiko bencana. 
Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat: 
                                                            





a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber 
daya; 
b. penentuan status keadaan darurat bencana; 
c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana; 
d. pemenuhan kebutuhan dasar; 
e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan 
f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital. 
Kaji cepat dilakukan oleh Tim Kaji Cepat berdasarkan penugasan dari Kepala 
Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau Kepala Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah sesuai kewenangannya. Pengkajian secara cepat dan tepat 
sebagaimana dimaksud tersebut di atas dilakukan melalui identifikasi terhadap: 
a. cakupan lokasi bencana; 
b. jumlah korban bencana; 
c. kerusakan prasarana dan sarana; 
d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan 16 
e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan. 
Penentuan status keadaan darurat bencana dilaksanakan oleh Pemerintah dan 
pemerintah daerah sesuai dengan tingkatan bencananya, sehingga apabila bencana 
tingkat kabupaten/kota dilakukan oleh bupati/walikota, tingkat provinsi oleh gubernur 
dan apabila tingkat nasional oleh Presiden. Pada saat ini, Draft Peraturan Presiden 





Penanggulangan Bencana telah berada di Sekretariat negara menunggu tanda tangan 
Presiden untuk pengesahannya. 
B. Peranan Pemerintah Dalam Penaggulangan Luapan Lumpur Lapindo di 
Sidoarjo Dalam Konteks Hukum Tata Negara Darurat 
Menganalisa terhadap kasus yang terjadi dari kebocoran gas berserta luapan 
Lumpur panas adalah bertujuan untuk mengetahui secara mendalam dengan maksud 
siapa-siapa yang bertanggung jawab terhadap kasus tersebut dalam hubungan 
terhadap instansi terkaitan yang telah berkoordinasi dalam hal perizinan, dan terdapat 
statement yang menyatakan didalam pemeriksaaan yang dilakukan oleh Penyidik 
Polda Jawa Timur terhadap saksi ahli dari BMG, dengan menyatakan telah terjadinya 
kelalaian yang merupakan kesengajaan Lapindo, akibat dari dampak besar bagi 
lingkungan dan kerugian cukup besar bagi masyarakat yang merupakan bencana 
ekologis, di Sidoarjo, Surabaya Jawa Timur. 
Undang-Undang No. 23 tahun 199714 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, 
dan telah diatur sanksi pidana (penjara dan denda) terhadap badan hukum yang 
melakukan pencemaran. Selanjutnya, pada pasal 46 UU No.23/1997 dinyatakan bila 
badan hukum terbukti melakukan tindak pidana, maka sanksinya dijatuhkan selain 
terhadap badan hukum, juga terhadap mereka yang memberi perintah atau yang 
menjadi pemimpin dalam perbuatan tersebut.15 Dan Inpres No. 1/1976 tentang 
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sinkronisasi pelaksanaan tugas bidang keagrariaan dengan bidang kehutanan, 
pertambangan, transmigrasi dan pekerjaan umum, Undang Undang No. 11/196716. 
Lokasi pemboran Sumur BJP-1, dan Perda Kabupaten Sidoarjo No.16 tahun 2003. 
Jika luapan Lumpur lapindo di difinisikan sebagai bencana alam, maka 
kerusakan yang terjadi tersebut tidak didasari adanya suatu kegiatan disekitar 
lokasi/obyek bencana tersebut, bukanlah disebabkan oleh suatu bencana yang terjadi 
karena proses alam, akan tetapi luapan Lumpur lapindo berserta dengan gas beracun 
adalah disebabkan karena ketidak hati-hatian dari manusia, karena adanya kegiatan 
pemboran, yang seharusnya proses didalam pengerjaannya pemboran tersebut harus 
sesuai dari apa yang tertuang didalam proposal kegiatan pengeboran dengan melalui 
suatu penelitian yang terperinci dan sedetail-detailnya. 
Dalam perspektif bisnis dan politik, dapat dikatakan telah terjadi pengebalan 
atau impunitas bagi perusahaan grup Bakrie selaku korporat tersebut, karena dapat 
dilihat secara kasat mata terhadap sebuah persekongkolan yang terjadi antara modal 
atau bisnis dan politik. Untuk mencermati hal tersebut, perlu kita kenali sosok 
Aburizal bakrie selaku pemilik grup Bakrie dan peranan PT. Lapindo tersebut sebagai 
dua entitas yang saling berkaitan dalam studi kasus bencana nasional Lumpur 
Lapindo/Sidoarjo tersebut. PT. Lapindo Brantas sebagai operator Blok Brantas adalah 
anak perusahaan PT. Energi Mega Persada Tbk. Pada tahun 2005, susunan pemegang 
saham di wilayah kerja Blok Brantas dipegang oleh PT. Lapindo Brantas sebesar 
                                                            





50% (milik keluarga Bakrie, termasuk Aburizal Bakrie), Novus Brantas sebesar 32% 
(milik Medco Group), dan Santos Brantas sebesar 18%. Sejak menguasai blok 
eksplorasi energi di Sidoardjo tersebut. Aburizal Bakrie yang pernah menjabat Ketua 
Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) pada tahun 1990an adalah juga seorang 
politisi dari salah satu partai nasional terbesar, yaitu Partai Golkar.17 
Fakta yang terjadi hingga saat ini setelah hampir enam tahun berlalu, masalah 
Lumpur Lapindo/Sidoarjo masih juga belum dapat terselesaikan. PT. Minarak 
Lapindo Jaya yang merupakan perusahaan subsidiari PT. Lapindo Brantas masih 
memiliki serangkaian hambatan dalam mengartikulasikan ganti rugi kepada korban 
Lumpur Lapindo/Sidoarjo. Dari total tanggungan kerugian akibat lumpur Lapindo 
yang sebesar Rp. 3,9 triliun, sejauh ini hanya dapat diselesaikan sebesar Rp. 2,8 
triliun. Sedangkan sisanya sebesar Rp. 1,1 triliun masih belum dapat dilunasi, 
sedangkan PT. Minarak Lapindo Jaya hanya menyanggupi pelunasan sebesar Rp. 400 
miliar, dan sisanya masih belum jelas. Kemungkinan jika hal ini masih terus 
berlanjut, pemerintah akan segera turun tangan dalam mengganti kerugian warga 
yang masih belum bisa ditangani oleh PT. Lapindo Brantas. Sampai tahun 2012, total 
anggaran untuk Lapindo diperkirakan mencapai Rp 8,6 triliun, bahkan lebih besar 
dibandingkan kasus Bank Century senilai Rp 6,7 triliun. Pemerintah juga telah 
mengucurkan dana sekitar Rp. 1,3 triliun pada APBN Tahun Anggaran 2012 untuk 
menangani dampak sosial kemasyarakatan penanganan Lapindo.  Dana itu diprediksi 
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akan digunakan untuk melunasi pembayaran pembelian tanah dan bangunan, bantuan 
kontrak rumah, tunjangan hidup pada daerah terkena dampak dan di luar area peta 
terdampak. Dengan pengucuran dana itu, maka pemerintah dianggap mengambil alih 
tanggung jawab PT. Lapindo Brantas dalam menangani dampak akibat semburan 
lumpur. Padahal sesuai Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2007, Lapindo Brantas 
bertanggung jawab membeli tanah dan bangunan masyarakat yang terkena dampak 
luapan lumpur panas. 
Dalam beberapa kesempatan, Aburizal Bakrie justru terkesan tidak khawatir 
terhadap popularitasnya ketika tengah berupaya mencalonkan diri untuk maju sebagai 
calon Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019. Aburizal Bakrie justru 
menjadikan bencana nasional Lumpur Lapindo/Sidoarjo ini sebagai ajang untuk 
membentuk reputasi baik kepada masyarakat dengan menginformasikan kepada 
publik terkait upayanya untuk membayar ganti rugi yang merupakan titah dari ibunya 
yang baru meninggal pada 20 Maret 2012 silam. Padahal pada tanggal 20 Juni 2006, 
Nirwan Bakrie, CEO PT. Lapindo Brantas, pernah menyatakan bertanggung jawab 
pada segala hal yang berkaitan dengan luapan lumpur panas dan berjanji akan 
memenuhi semua tanggung jawab sosial yang ditimpakan kepada PT. Lapindo 
Brantas. Sikap ini kemudian berubah setelah didukung oleh kenyataan bahwa PT. 






Melalui Group Viva yang membawahi ANTV, tvOne dan Portal Berita Viva 
News, pemberitaan tentang bencana nasional Lumpur Lapindo/Sidoarjo lebih 
diarahkan kepada isu yang menguntungkan Aburizal Bakrie. Selain itu, juga terdapat 
upaya pengalihan isu bahwa bencana nasional Lumpur Lapindo/Sidoarjo bukan 
kesalahan pengeboran, namun akibat dari gempa bumi di Yogyakarta beberapa hari 
sebelum luapan lumpur panas beredar di permukaan situs pengeboran. Dalam upaya 
pemulihan nama baik ini, media massa milik Aburizal Bakrie ini bahkan tidak 
menggunakan istilah ‘Lumpur Lapindo’ untuk mengarah pada bencana nasional 
tersebut, namun lebih sering menyebutnya sebagai ‘Lumpur Sidoarjo’ atau LuSi. 
Pertarungan kepentingan dalam kasus Lapindo dengan memanfaatkan media ini 
menarik untuk dikaji lebih jauh. Terlebih, Aburizal adalah tokoh politik yang 
mempunyai peluang cukup besar untuk mencalonkan diri sebagai kandidat Presiden 
Republik Indonesia pada pemilu 2014. Mengingat jika pembentukan opini publik ini 
dapat  dikatakan berhasil, bukan hanya popularitasnya yang tetap terjaga, tapi juga 
persepsi masyarakat tetap baik pada Aburizal Bakrie secara personal dan grup Bakrie 
secara korporat.18 
Bencana nasional Lumpur Lapindo/Sidoarjo dapat dikatakan telah menjadi 
mesin politik untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat secara umum maupun 
dukungan dari pihak korban oleh Aburizal Bakrie selaku pengusaha dan politisi. 








Aburizal Bakrie merupakan kandidat kuat Presiden Republik Indonesia periode 2014-
2019 mendatang, meskipun di sisi lain bencana nasional Lumpur Lapindo/Sidoarjo 
menyangkut korban bencana yang jumlahnya dapat dikatakan cukup besar. Langkah 
politis dan persekongkolan Aburizal Bakrie dengan kekuatan modal ini sejauh ini 
juga terlihat dari penggunaan media yang dimiliki. Aburizal Bakrie dengan cara yang 
sistematis juga tengah mencoba untuk mengubah persepsi publik tentang kasus 
bencana nasional Lumpur Lapindo/Sidoarjo dalam rangka menjaga popularitasnya 
sebagai kandidat kuat Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019 dari Partai 
Golkar melalui kegiatan pertanggung jawaban kepada korban bencana Lumpur 











  Dari permasalahan tentang Penerapan Hukum Tata Negara Darurat Dalam 
Penaggulangan Bencana di Indonesia ( Kasus Lumpur Lapindo Sidoarjo ). Hukum 
Tata Negara Darurat keadaan yang menimpa suatu negara yang bersifat tidak biasa 
atau tidak normal itu memerlukan peraturan yang bersifat tersendiri sehingga fungsi-
fungsi negara dapat terus bekerja secara efektif walau dalam keadaan yang tidak 
normal. Dengan demikian, tujuan bernegara yang harus dipenuhi dengan 
berfungsinya organ-organ negara yang dibentuk dapat terus diupayakan 
perwujudannya dengan tetap menjamin penghormatan dan pemenuhan atas hak-hak 
dasar yang dijamin dalam undang-undang dasar sebagai dokumen hukum tertinggi. 
Keadaan yang tidak normal itu cukup luas dimensinya mulai dari keadaan 
perang yang menimbulkan kekacauaan pemerintahan dan bahaya besar yang 
mengancam jiwa, raga dan harta benda rakyat yang banyak sampai keadaan yang 
tampak selintas normal-normal saja. Namun untuk melakukan hal-hal tertentu yang 
bersifat mendesak, tugas-tugas pemerintahan tertentu di daerah tertentu dan dalam 
bidang-bidang tertentu, terpaksa harus menyimpang dari aturan hukum yang berlaku. 
Meskipun peratuan yang harus dilanggar itu dapat saja diubah sebagaimna mestinya, 
tidak cukup tersedia waktu untuk melakukan perubahan dimaksud, sementara 





kerjakan sebaik-baiknya.Keadaan yang demikian itu termasuk juga kategori keadaan 
tidak biasa yang memerlukan tindakan yang juga tidak biasa.  
a. Undang-undang tentang Keadaan Bahaya pada awalnya adalah UU No. 6 Tahun 
1946 yang disahkan pada 6 Juni 1946. Meskipun isinya banyak dipengaruhi oleh 
Regeling SOB Staatsblad 1930 No. 582, tetapi undang-undang ini disusun dalam 
kerangka Sistem Indonesia Merdeka berdasarkan UUD 1945. Sesudah itu, pada 
tahun 1957 ada pula undang-undang khusus mengenai soal ini yang di bentuk 
untuk mengatasi berbagai keadaan bahaya yang terjadi dalam Negara yang baru 
merdeka yang tidak henti-hentinya menghadapi gejolak demi gejolak. UU yang 
dimaksud adalah UU No. 74 Tahun 1957 tentang Keadaan Bahaya. Setelah 
Undang-Undang tersebut, peraturan terakhir yaitu Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959. 
b. Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan 
telah diatur sanksi pidana (penjara dan denda) terhadap badan hukum yang 
melakukan pencemaran. Selanjutnya, pada pasal 46 UU No.23/1997 dinyatakan 
bila badan hukum terbukti melakukan tindak pidana, maka sanksinya dijatuhkan 
selain terhadap badan hukum, juga terhadap mereka yang memberi perintah atau 
yang menjadi pemimpin dalam perbuatan tersebut. Dan Inpres No. 1/1976 tentang 
sinkronisasi pelaksanaan tugas bidang keagrariaan dengan bidang kehutanan, 





Lokasi pemboran Sumur BJP-1, dan Perda Kabupaten Sidoarjo No.16 tahun 
2003. 
B. Saran 
  Hendaklah kita sebagai masyarakat dapat mengerti dan memahami bahwa 
perkembangan zaman yang semakin maju, akan menimbulkan suatu dampak dalam 
perkembangan hukum, sehingga munculnya masalah yang mengakibatkan negara 
menjadi tidak normal dalam menerapkan undang-undang hanya merupakan dampak 
dari negara yang sedang berkembang karena negara yang sedang berkembang akan 
menghadapai masalah yang baru dan lebih rumit. Perlunya juga dilakukan 
pembaharuan terhadap undang-undang dengan memasukkan peristiwa hukum baru 
yang belum diatur secara tegas seperti memasukkan pengaturan tentang hukum tata 
negara darurat  mengenai negara darurat bencana karena suatu hal yang sangat 
mendesak agar dapat memberikan kepastian hukum yang efektif. 
Secara global Indonesia adalah negara berkembang maka harus siap 
menangani bencana yang membuat negara Indonesia akan menerapkan hukum yang 
efektif agar kelak jika menangani hal yang sama akan cepat membuat peraturan di 
daerah atau wilayah yang mengalami bencana. 
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PEDOMANTRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 
A. Transliterasi Arab-latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 











ا Alif Tidakdilambangkan Tidakdilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث Sa S Es (dengantitikdiatas) 
ج Jim J Je 
ح Ha’ H Ha (dengantitik di bawah) 
خ Kha’ Kh Kadan ha 
د Dal D De 
ذ Zal Z Zet(dengantitikdiatas) 
ر Ra R Er 
ز Za Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Esdan ye 
ص Sad S Es (dengantitik di bawah) 
ض Dad D De (dengantitik di bawah) 
ط Ta T Te (dengantitik di bawah) 
ظ Za Z Zet(dengantitik di bawah) 
ع ‘ain ‘ apostrofterbalik 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Qi  
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El  
م Mim M Em 
xi 
 
ن Nun N En  
و Wawu W We  
ه Ha H Ha 
ء Hamzah ’ Apostrop 
ي Ya’ Y Ye 
 
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 
apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 






Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 




 Contoh:  َفـْيـَك : kaifa 
Nama Huruf Latin NamaTanda 
fathah a  a  َا 
kasrah i  i  ِا 
dammah u  u  ُا 
Nama Huruf Latin NamaTanda 
fathahdanya ai  a dan i  َْىـ 
fathahdanwau au  a dan u  َْوـ 
xii 
 
   َل ْوَـھ : haula 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 







 Contoh:  َت َاـم : mata 
  ىـَمَر: rama 
   َلـْيِـق : qila 
   ُت ُْوـمَـي: yamutu 
4. Ta’ marbutah 
Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu: ta’ marbutah yang hidup atau 
mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan 
ta’ marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’ 
marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
Contoh:  ِلَافْط لأا ُ ةـَضْوَر :raudah al-atfal 




ى َ ... | ا َ ... 










a dan garis di atas 
idangaris di atas 
udangaris di atas 
xiii 
 
 ُةــَمـْكـِحْـَلا : al-hikmah 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda tasydid (  ّ◌  ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 
huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Contoh:  َانَـّـبَر : rabbana 
 َانــَْيـّجَـن : najjaina 
 ُّقـَحْــَلا : al-haqq 
 ُّجـَحْــَلا : al-hajj 
 َمِــُّعن : nu“ima 
 ﱞوُدـَع : ‘aduwwun 
Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah 
( ّىِـــــ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i). 
Contoh:  ﱞىِـلـَع : ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly) 
 ﱡىِــبَرـَع : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby) 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  لا(alif 
lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 
biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata 
sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 
ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 
(-). 
Contoh:  ُسـَْمـ◌ّّشَلا : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 
 ُةَــلَزْــل ﱠزَلا : al-zalzalah (az-zalzalah) 
xiv 
 
ُ َةفـسْلَـفْــَلا : al-falsafah 
 َُدلاِـــبْــَلا  : al-biladu 
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 
kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
Contoh:  َنْوُرـُمَأـت: ta’muru>na 
 ُءَْوّـنْــَلا : al-nau’ 
 ٌءْيـَش : syai’un 
 ُت ْرـِم◌ُُ أ: umirtu 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau 
sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara 
transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-Qur’an), alhamdulillah, dan 
munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks 
Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.  
Contoh: Fi Zilal al-Qur’an 
Al-Sunnah qabl al-tadwin 
9. Lafz al-Jalalah (ﷲ) 
Kata “Allah”yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 





 ِﷲ ُْنـيِد     dinullah  ِﷲ ِِاب     billah   
Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah, 
ditransliterasi dengan huruf [t].  
Contoh: 
 ُھـ ِﷲ ِةَمْـــحَر ِْيف ْم hum fi rahmatillah 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD).Huruf 
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, 
bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 
sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri 
tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka 
huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang 
sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata 
sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, 
CDK, dan DR).  
Contoh: Wa ma Muhammadunillarasul 
Innaawwalabaitinwudi‘alinnasilallazi bi Bakkatamubarakan 
Syahru Ramadan al-laziunzilafih al-Qur’a>n 
Nasir al-Din al-Tusi 
Abu Nasr al-Farabi 
Al-Gazali 
Al-Munqiz min al-Dalal 
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anakdari) dan Abu> 
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(bapakdari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 






B.  Daftar Singkatan 
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
KUHP  = Kita Undang-Undang Hukum Pidana 
UUD  = Undang-Undang Dasar 
ITE  = Informasi dan Teknologi Elektronik 
HP  = handphone 
HAM  = Hak Asasi Manusia 
SMS  = Short Message Service 
swt.  = Subhanau wa ta’ala 
saw.  = Sallallahu ‘alaihi wa sallam 
QS…/…:… = QS al-Nisa’ / 4:145, QS al- Syu’raa’/ 26:182, dan QS al- Mutaffi/ 
83:1-6 
Abu al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: IbnuRusyd, Abu 
al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad 
Ibnu) 
Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: 
Zaid, Nasr Hamid Abu) 
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 :tukireb natakgnis aparebeb tapadret ,barA asahabreb aimli ayrak kutnU
 صفحة = ص 
 بدون مكان = دم 
 صلى ﷲ عليه و سلم = صلعم 
 طبعة = ط 
 بدون ناشر = دن 
  الى  اخرھا  \ الى اخره    = الخ 
 جزء = ج 
